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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum melibatkan tiga instansi yaitu 

Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat pembina 

Kepegawai Darah Kabupaten/Kota.  

a. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil 

Negara  di Bawaslu Kab/Kota Terdiri atas meregistrasi 

temuan/laporan, pengumpulkan alat bukti, melakukan klarifikasi 

pihak-pihak terkait, Menyusun kajian hukum, kemudian 

merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 

untuk ditindaklanjuti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, 

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian 

Republik Indonesia dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.  

b. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/Kota, Komisi 

Aparatur Sipil Negara menindaklanjutinya dengan berpedoman pada  

peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara nomor 6 tahun 2022 tentang 

pedoman penanganan dan penyelesaian laporan pelanggaran nilai 

dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas Aparatur sipil Negara 

dengan mekanisme yaitu menerima laporan, meneliti syarat formil 

dan materil, pemeriksaan, menyusun resume, membuat hasil 

pemeriksaan, membuat keputusan dan menyampikan rekomendasi. 

c. Berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, maka 

Pejabat Pembina Kepegawaian daerah akan mendindaklanjutinya 

dengan berpedoman pada peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 
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tentang peraturan pelaksana  Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 

2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.  Dengan pemanggilan 

terduga, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan penyampaian sanksi 

kepada yang bersangkutan.  

2. Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Bima Tahun 2019 

terdapat satu Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang 

direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Bima kepada Komisi Aparatur 

Sipil Negara.  Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Bima Komisi 

Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indoensia telah 

menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi pemberian 

sanksi disiplin sedang kepada oknum Aparatur Sipil Negara yang diduga 

melakukan Pelanggaran Netralitas ASN, tetapi tidak dijalankan oleh 

Pejabat Pembina Kepagawaian (PPK) Kota Bima sesuai dengan 

rekomendasi Komisi Aparatir Sipil Negara.  

5.2 SARAN 

1. Kepada pembuat peraturan yaitu Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil 

Negara dan Badan Kepegawaian Nasional, agar membuat peraturan 

bersama yang mengatur tentang mekanisme penanganan pelanggaran 

Netralitas Aparatur Sipil Negara diselesaikan dalam satu atap atau sentra 

penegakan hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara. 

2. Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Bima agar melaksanakan 

melaksanakan setiap Rekomendaasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara 

tentang pemberian sanksi kepada setiap Aparatur Sipil Negara yang 

melakukan pelanggaran Netralitas dalam pelaksanaan Pemilu. 
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